Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 40 IPJI2009

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa dalam rangka melaksanakan kelentuan Pasal 7 Peraturan Menten
Keuangan Nomor 193/PMK 03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran
Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang
Memenuhi Persyaratan Terenlu yang Dapal Diberikan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Momor S4/PMK.03/2009, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tereniu

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
1983 MNomor 49, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang MNomor 16 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomaor 4999);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Balasan
Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, Dan Jumlah Lebih
Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang
Dapat Diberkan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomaor 54/PMK.03/2009;

MEMUTUSKAN:

TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEEIHAN PAJAK BAGI
WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU.

Pasal 1

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapatl diberkan

pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas,

b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan
jumilah tertentu;

c. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih
bayar sampai dengan jumlah tertentu; alau

d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumiah lebih
bayar sampai dengan jumlah terentu.



Pasal 2

Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b
yang dapal diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran
pajak adalah Waijib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan
dengan:

a. jumlah peredaran usaha yang lercantum dalam Sural Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak sama dengan batasan
peredaran usaha Wajib Pajak orang pribadi yang diperbolehkan
menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma
penghitungan penghasilan nelo; dan

b. jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan:

1) kurang dari Rp1.000.000,00 (satu jula rupiah); atau

2) paling banyak 0,5% (setengah persen) darl jumiah peredaran usaha
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 3

Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ yang dapat
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah
Wajib Pajak badan dengan:

a. jumiah peredaran usaha yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah), dan

b. jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 4

{1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d
yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran
pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Sural Pembentahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Masa Pajak Januari 2008 sampai dengan Masa Pajak
April 2009:

1) jumiah penyerahan menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Perlambahan MNilai untuk suatu Masa Pajak paling banyak
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan

2) jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Partambahan Nilai paling banyak Rp150.000,00 (seralus lima
puluh ribu ruplah),

b. untuk Masa Pajak Mei 2009 dan Masa Pajak selerusnya:

1) jumlah penyerahan menurul Sural Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan MNilal untuk sualu Masa Pajak paling banyak
Rp400,000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan

2) jumiah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak

Pertambahan Nilal paling banyak Rp28 000.000,00 {dua puluh
delapan juta rupiah).

{2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Sural Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah wajib disampaikan sesuai
ketentuan .§



Pasal 5

(1) Wajib Pajak yang memenuhi persyaralan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan pengembalian pendahuluan
kelebihan pembayaran pajak apabila mengajukan permohonan ke Kanfor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdafiar, dengan cara mengisi
kolom direstitusikan/dikembalikan dalam Surat Pembentahuan atau
dengan surat tersendiri.

{2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk
tidak diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak dengan membuat pernyalaan terfulis sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran | Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang
disampaikan  bersamaan dengan  penyampaian  permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(3) Dalam hal Wajib Pajak yang memenuhl persyaratan lertentu tidak
menghendaki diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kalabihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (2), pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 178
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana felah beberapa kall diubah tarakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pasal 6

Terhadap permchonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari
Wajib Pajak yang memenuhi persyaralan terteniu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dilakukan penelitian atas:

a. kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya,

b. kebenaran penulisan dan penghilungan pajak,

¢. kebenaran pambayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak; dan
d

. kebenaran alamat yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan tersebut
atau datam surat pemberilfahuan perubahan alamat.

Pasal 7

(1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permchonan
diterima secara lengkap unluk Pajak Penghasilan, dan paling lama
1 (satu) bulan sajak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak
Pertambahan Nilai, Kepala Kantor Pelayanan Pajak selelah melakukan
penelitian atas permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan
pembayaran pajak dar Wajib Pajak yang memeanuhi persyaratan tertentu,
menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak dengan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran ||
Paraturan Direktur Jendaral Pajak ini.

(2) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayal (1) telah
tarlampaui tetapi Surat Keputusan Pangembalian Pendahuluan Kalabihan
Pajak belum diterbitkan, Kepala Kanlor Pelayanan Pajak harus
meanerbitkan Sural Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu tersebut
barakhir.

(3) Sural Keputusan Pengembalian Pendahuluan Keleblhan Pajak
sabagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan apabila:
a. hasll penelitian menyatakan tidak lebih bayar;
b. lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap;
c. pembayaran pajak tidak benar, alau
d.

alamat tidak sesual dengan yang tercanium dalam Sural
Pemberitahuan atau dengan pemberitahuan perubahan alamat. 4



(4) Dalam hal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Fajak
tidak  diterbilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 diproses berdasarkan kelentuan Pasal 178
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 18983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kall diubah terakhir
dengan Undang-Undang Momor 16 Tahun 2009 dan kepada Wajib Pajak
diberitahukan secara tertulis dengan formulir sebagaimana ditelapkan
dalam Lampiran Il Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8
Peraturan Direktur Jenderal Pajak im mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakaria
padatanggal 7 Juli 2009

/- [PDIREKTUR JENDERAL PAJAKA

% DARMIN NASUTION
T UNIP 130605098

S



LAMPIRAN |
Peraturan Direklur Jenderal Pajak  Nomor
PER- 40 /PJ.12009 tentang Tata Cara
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Bagl Wajib Pajak yang Mamenuhi Persyaralan

Terentu
................. G SIRERIMaLs . 1 AViaiekl
Perihal : Pemyatan tertulis tidak menghendaki permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak diproses berdasarkan ketentuan Pasal 170 UU KUP
Yth.
Hapah Kantor Fda-,mnan Pajak.............. i
Di .. hin
Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan pengembalian keleblthan pembayaran pajak sebagaimana
tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak ... .
Surat Pemberitahuan Masa F'a,!ak Pertambahan Nilai Masa Pajak’ ..........cccceevnee, ® atas nama
R R i P o, B “  atau dalam surat permohonan nomor

B I ATl B Mo N ) T i
l_.rmg ‘kami sampajhan secara lengkap taNGGAI ..., % dengan ini kami nyatakan bahwa

kami tidak menghendaki permohonan pengembalian kelebinan pembayaran pajak diproses berdasarkan
ketentuan Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketenluan Umum dan Tala Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009.
Demikian kami sampaikan pernyataan tertulis inl, alas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Waijib Pajak,
ta

1) e A A e
MEWE: L)

Keterangan:
" Coret yang tidak perlu



Petunjuk anglliun Lampiran |

Angka 1
Angka 2
Angka 3

Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka T
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12
Angka 13

Angka 14

diisi dengan tempat dan tanggal surat

diisi dengan nomor sural

diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau
Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan

diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak

diisi dengan Tahun Pajak

diisi dengan Masa Pajak

diisi dengan nama Waijib Pajak sesuai dengan yang tercantum di SPT

diisi dengan NPWP Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum di SPT

diisi dengan nomaor surat

diisi dengan tanggal sural

diisi dengan perihal sural

diisi dengan tanggal surat permohonan restitusi disampaikan

dilsi dengan nama Wajib Pajak atau nama pengurus dalam hal Wajib Pajak
badan, beserta tanda tangan

diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau NPWP pengurus dalam hal Wajib Pajak
badan



LAMPIRAN 11
Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor
PER-40 /PJ.2009 tentang Tata Cara
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan
Tertentu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -..........cco0e SKPPHP/WPJ. ... KP. .....

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PASAL 17D

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
MEMBACA : @ Surel Pemberilahuan Tahunan Pajak Penghasilan Lebih Bayar Tahun
Pajak... “mum Pemberitahuan Masa F'ajah Pertambahan Nilai Lebih Bayar
Masa Pajak’ .. 2 sebesar Rp.... i
b. Surat Pemmmnan alas nama "
NPWP:.. B NOMIOL.....covuisesssrermmesssserssmmsmessisassessesseses -
mr:ggm--..........-- rr‘uannmal pmgumbaﬂan pmmhuluan kelebihan pajak;
MENIMBANG : @& bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Kepulusan Direktur Jenderal Pajak ini

memenuhl persyaratan lertentu yang dapal diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak sesuai Pasal 170 Undang-Undang Momor & tahun 1983 tenlang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana lelah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009;

b. bahwa selelah dilakukan penelitian, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Kepulusan
Direktur Jenderal Pajak inl telah memenuhi kelentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumiah
Peredaran Usaha, Jumiah Penyerahan, dan Jumlah Lobih Bayar Bagi Wajib Pajak
yang Memenuhi Persyaratan Terenlu yang Dapal Diberikan Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pajak sebagaimana felah dwbah dengan Peraluran Menteri Keuangan
Nomor 54/PMK.03/2009;

MENGINGAT © 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK 0372007 tentang Batasan Jumiah Peredaran
Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumilah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memanuhi
Persyaratan Terentu yang Dapal Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Momor 54/PMIK.03/2009:

3. Peratwran Direklur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ2009 Tentang Tala Cara
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Bagl Wajlb Pajak yang Memanuhi
Persyaratan Tertentiu;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN FENDAHULUAN
HELEEIH&N PaJAK PENGHASILAN/PAJAK F"EFI»THMEIP.HAH NILAI’ hMSNTAE:JN‘

PAJAK... JKEPADA ...oeeeiesiissmssmsnsrsnss " NPWP...
Pasal 1
(1) Kepada . A Y - T O W diberikan
pangmnbaﬂan panuuhumn kﬁahman Pajek Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai®)
Masa/Tahun') Pajak .. " sesual Pasal 170 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan umum r.ﬁm Tala Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Momor 16 Tahun 2008 sebesar Rp. ...

[ PR R e dengan penghilungan sebagaimana larlampir.
(2} P'ﬂrrgamhaltnn pandahuluan hul:rhihun pajak tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu
dengan utang pajak.



Pasal 2

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak inl sebagal dasar diterbilkannya
Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Diletapkan di @ oo

Padatanggal :© ..ot 0
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR

LI

WP
Kepuisisss Dirckiur Jenderal Pajak bnl dissmpaikas kepada:
1, Wajib Pajak
1 Sekni Pengaveassn dan Konuslinad
1. Kamior Wilaysh Direliorsi Jenders] Pajak
i Anip
*] Clorel yang Hilak periy



Potunjuk Pengisian Lampiran (I

Angka 1 :  dilsi dengan Tahun Pajak

Angka 2 :  diisi dengan Masa Pajak

Angka 2 . diisi dengan jumiah lebih bayar menurut SPT Tahunan PPh atau menurut SFT Masa PPN
Angka 4 :  ditsi dengan nama Wajib Pajak

Angka 5 . diisi dengan NPWP Wajib Pajak

Angka 6 . diisi dengan nomor sural permohonan
Angka T . diisl dengan tanggal sural permohonan
Angka B :  diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak
Angka 8 . diisl dengan nama Wajib Pajak

Angka 10 :  diisi dengan NPWP Wajib Pajak

Angka 11 . diisl dengan nama Wajib Pajak

Angka 12  :  diisi dengan NPWP Wajib Pajak

Angka 13 . dilsi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak
Angka 14  :  diisi dengan jumiah rupiah dalam angka
Angka 16  :  diisi dengan jumlah rupiah dalam hurul
Angka 16  :  diisi dengan nama kota tempal KPP berada
Angka 17 . diisi dengan tanggal ditelapkan

Angka 18 :  diisl dengan nama, NIP dan tandatangan pejabat yang menandatangani surat



LAMPIRAN PENGHITUNGAMN
PEMGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN BADAN/ORANG PRIBADI

Mama

MPWP
Tahun Pajak

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumiah pengembalian pendabuluan kelabiban pembayaran
Pajak Penghasilan adalah sebagal berikul:

JUMLAH RUPIAH MENURUT

=~

10
11
12
13
14
15
16
17

. URALAN
WANIE FATAK FISKEUS
1 |Peredaran Usaha
2 |Harga Pokok Penjualan
3 |Laba Bruto (1-2)
4 |Biaya Usaha
5 |Penghasilan nets dalam negeri (3-4)
& |Penghasilan neto dalam negeri alnnya

a. Penghasilan darl luar usaha
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas
£, Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
d. Lalm-lain
¢, Jumlah (a+b+c+d)
Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto
Penyesuaian fiskal
a. Penyesyalan fiskal positif
b, Penyesuaian fiskal nagatif
¢, Jumilah [a-b)
Penghasilan neto luar negeri
Jumiah penghasilan nete (5+6.8-7+8.c+9)
Lakak
Kompensasi kerogian
Penghasilan Tidak Kena Pajak [PTEP)
Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh
Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)
PPh berutang ([tarf x 15) atau MIHIL)
Kredit Pajak:
a. PPh ditanggung pemerintah
b. Dipotong/Dipungut aleh pihak lain:
c. Dibayar sendiri:
c.1. PPh Pasal 22
.2, PPh Pasal 25
c.3. PPh Pasal 29
c.d. S5TP (pokok kurang bayar)
C.5. Fiskal luar negeri
c.6. Lain=lain
.7, Jumilah {c.1+c2+C. I+CA+C.54+C.6)
d. Jumiah Pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c.7)

18

Pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan (17.d-16)

F.4,

1.23.




LAMPIRAN PENGHITUNGAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAL BARANG DAN JASA

Nama
MNFWP

Masa Pajak

Dari hasil penelitisn yang telah dilakukan, penghitungn jumiah pengembalian pendahuiluan kelebiban pembayaran Pajak
Pertambahan Niai Barang dan Jasa adalah sebagal berikut:

Mo,

JUMLAH RUPIAH MEMURBRLUT

URAIAN PENGUSAHA KENA

PAJAK FISKLUS

Diasar Penpenaan Pagak:
g Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN
al. Ekipo
a2  Penyarahan yang PPMN-twa hanes dipungul sends
ald  Penysrahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
a4,  Penyorahan yang PPM-nya lidak dipungul
&S5 Penyesrahan yang dibebaskan darl pengenaan PPN
a8 Jumiah a1+ a2 p J+pden )
b. Afss Penyerahan Barang dan Jasa yang lidak terutang PPN
c. Jumisgh Selunih Penyerahan (2.8.+b)
Panghatungan PPN Lebih Bayar:
a PPN yang harus dipenguiidibayar sendir
ftard x 1,82 atau NIHIL)
b Dcurmngs
b.1. PPN yang diselor & muka dalam Masa Pajak yang sama
b2  Pajak Masukan yang dapal diparhifungkan
b3 STP (pokok kurang bayar)
b4,  Dibayar dengan MPWP sandin
b5  Lain-lain
bE.  Jumiah (b 1+b.2+b. 3+h d+b 5]

¢ Jumbah penghibungan PFM Lebih Bayar (b-a)

Kelsbénan Pajak yang sudah

a. Dikompensasikan ke Masa Pagak berikutiya

b, Dikompersasdkan ke Masa Pajak ... ... (kerena pemisiulon)
c. Jumilah (a+b]

Pengembalian pendshuluan kelsbihan pambayaran PPN (2c-2c)

F4223




LAMPIRAMN 11l
Poraturan Direkiur Jenderal Pajak  Nomor
PER-40 /PJ2008 lentang Tata Cara
Pengembalian Pendahulyan Kelebthan Pajak
Bagi Wajib Pajak yang Memenuhl Parsyaratan
Teraniu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP TEra e
KANTOR PELAYANAN PAJAK..........ccooermrisrsrssnsssssssssssssssssnssssssessnsnssssns o
Nomiar 5- A A Lo l
Sifat b et e S 4
Hal . Pembaritahuan bahwa Surat Kepulusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
Tidak Diterbitkan

o R o

Sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak imana
tercantum dalam Sural Pemberitahuan Tahunan Pajak F'ﬂnuhnsllan Tahun Pajak .............. {Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Magia Pajak’ e gty dalam surat

POIMONONAN  NOMOT ..oovoveemsimesasimsessensress i tanggal  ........ ¥ hal
e e : yang ditefima  secara Ianglmp tanggal
& d&rhgan ini dlmpailmn bahwa:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-  /PJ72009 tentang Tata
Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaralan
Tereniu barbuny:

*Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diterbitkan apabila:

hasil penaliian menyatakan lidak lebin bayar;

lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap;

pembayaran pajak tidak benar, atau

alamal tidak sesuai dengan yang ftercantum dalam Sural Pemberitahuan atau dengan
pemberitahuan perubahan alamat.”

2. Sesuai dengan keleniuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, lerhadap permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak Saudara lidak dapat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang
Momor B Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
ialah hﬂhempa kali diubah terakhir dangan uﬂdmg-LIndang Momor 16 Tahun 2002 karena

l'.'.I!-

an oo

a Edanjmnya, pnmmhunan pangamnallan kalabihan pami:ayamn pa]ah Saudara akan diproses
berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang Nomaor 6 Tahun 1983 tenlang Ketentuan Umum dan
Tala Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-Undang
Momor 16 Tahun 2009 dengan jangka wakiu penyelesaian 12 (dua belas) bulan sejak suraf
permohonan diterima secara langkap.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan lerima kasih,

Keterangan:
T : Corel yang lidak periu



Petunjuk Pengisian Lampiran Wl

Angka 1 :  diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan
Angka 2 :  diisi dengan nama unit kantor yang barsangkutan

Angka 3 ¢ ditsi dengan nomor sural

Angka 4 ;. diisi dengan tanggal sural

Anghka 5 : diisi dengan sifat surat

Angka B :  diisi dengan nama dan atamal Wajib Pajak

Angka 7 :  diisi dengan Tahun Pajak

Angka 8 . diisi dengan Masa Pajak

Angka 8 . dilsi dengan nomor surat Wajib Pajak

Angka 10 : diisl dengan tanggal surat Wajib Pajak

Angka 11 ,  diisi dengan hal sural Wajib Pajak

Angka 12 . diisl dengan tanggal permohonan diterima secara lengkap
Angka 13 :  diisi dengan alasan SKPPKP tidak diterbitkan

Angka 14  :  diisi dengan nama jabatan penandatangan sural

Angka 15  : diisi dengan nama, NIF dan tandalangan pejabat yang menandatangani surat





